GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN pPENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
? Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 201.8
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dar‘l Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu dltc?tapkan
Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

P Swatantra Tingkat | Sumatra Barat, Jambi dan Riau
) menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara
?ept;blik IndonesiaTahun 1958 Nomor 1192

ambahan Lembaran Negara Repubji .

Nomor 1646), publik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Perolehan Hak Atas Tanah dan teg;ing r]13 o
(Lembaran Negara Republik Indonesig Tr:lhl,lnglile)l;1
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Re i
Indonesia Nomor 3688); Publik

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahy
Penyele_nggaraan Negara yang BEI‘SIE dil?lglg ;entan i
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemb chas darl
Republik Indonesia Tahun 19gq “ran Negara
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

4, Undang-Undang Nomor 17 T
ah
Keuangan Negara (Lembaran ux; 2003 tentang
Indonesia Tahun 2003 Nomg, Lo'® Republik

Lembaran Negara Republik Indop, ési:z\']’ Tambahap
Omor 4286]-
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Tahun 2004 tentang

Negara (Lembaran Negara Republik
n 2004 Nomor 5, Tambahan
blik Indonesia Nomor 43595);

5. Undang-Undang Nomor 1

Perbendaharaan
Indonesia Tahu
Lembaran Negara Repu

Nomor 15 Tahun 2004 tentang

pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawa}b
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pembangunan Nasional
Inodonesia Tahun 2004
baran Negara Republik

7. Undang-
Sistem Perencanaan

(Lembaran Negara Republik
Nomor 104, Tambahan Lem
Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembalfan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun _2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 5679); .

12.Undgng-Unc_iang Nomor 30 Tahun 2014 tentan
Adrmm;tram Pemerintahan (Lembaran Ne :
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ggga
’;‘Iambahan Lembaran Negara Republik Ind ia
omor 5601); neonesia
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emerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan _Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

13.Peraturan P

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45795);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
%(;(;6 hte(gtaptg I\l;’edorm'm Pengelolaan Keuangan
ra erita Ne i i
e hisd oAy gara Republik Indonesia Tahun

Scanned by CamScanner



21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2009 Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
berjumlah Rp.4.515.143.629.159,00 bertambah sejumlah
Rp.155.925.181.344,80 schingga menjadi Rp. 4.671.068.810.503,80

dengan rincian sebagai berikut :

i 1

Pendapatan :

a. Semula Rp. 4.218.022.336.599,00

b. Berkurang Rp. 4.025.496.977,56

Jumlah Pendapatan Rp.4.213.996.839.621,44
. Belanja :

a. Semula Rp. 4.515.143.629.159,00

b. Bertambah Rp. 155.925.181.344,80

Jumlah Belanja Rp.4.671.068.810.503,80

Surplus (Defisit) Rp.( 457.071.970.882,36)

Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 297.121.292.560,00

2) Bertambah Rp. 159.950.678.322,36

Jumlah Penerimaan Rp. 457.071.970.882,36
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. - .

Jumlah Pengeluaran Rp. -

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 457

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran RE 7 1_.970.882’36
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

a. Lampiran| Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Obyek
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan ;

b. Lampiran [l Penjabaran APBD ;

c. Lampiran [l Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Hibah yang Diterima.

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial yang Diterima ;

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018 dituangkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
- padatanggal 24 (kJoReR. 9010
PIt: GUBERNUR JAMBI,
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Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25 akYORER- 20(8
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E_ T{&DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 532
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